
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN  

Nomor  : W1-Mil 04/ 72.a /OT.01/KEP/I/2023 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG 
 

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama 
Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk mengukur keberhasilan 
kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan; 

  b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-
04 Palembang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

  c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan 
Militer I-04 Palembang tentang Penetepan Indikator Kinerja Utama 
Pengadilan Militer I-04 Palembang; 

  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 

  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan 
Kehakiman; 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi; 

  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

 

 

 

 



 

 

  8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 
Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan; 

  9. Peraturan Menteri Negara Pendayahunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun 
Indikator Kinerja Utama 

   
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 

173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan 
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan 
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 

2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 
Palembang tanggal, 13 September 2022 tentang Pembahasan Reviu 
Indikator Kinerja Utama Pegadilan Militer I-04 Palembang. 

 
MEMUTUSKAN 

 
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG 

TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN 
MILITER I-04 PALEMBANG. 
 

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan 
ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-04 
Palembang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan 
Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian 
kinerja. 
 

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk 
meneyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan 
Militer I-04 Palembang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid 
untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program 
dan kegiatan. 
 

KETIGA  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana 
mestinya.  

 

Ditetapkan di :  Palembang 
Pada Tanggal: 5 Januari 2023 

 

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang 
 
 
 
 
 

Niarti, S.H., M.H. 

Kolonel Sus NRP 522941 

 

 



 

 
 

 
 

 

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG 

NO 
SASARAN 
KINERJA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER 

DATA 

1. Terwujudnya 

Peradilan yang 
Pasti, Transparan 
dan Akuntabel. 

a. Persentase perkara 

yang diselesaikan 
tepat waktu. 

 
 
 
 
Catatan : 

 SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan 

Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 

 Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan 

informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 

 Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara 

yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai 

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama 

paling lambat 5 (lima) bulan. 

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang 

diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 

 Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas. 

Panitera 

Laporan 

Bulanan 
dan 

Laporan 
Tahunan 

b. Persentase perkara 

yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Banding. 

 
 

 
Catatan : 

 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 
banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak 

diajukan upaya hukum banding. 

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang 
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 

Panitera 

Laporan 

Bulanan 
dan 

Laporan 
Tahunan 

Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu

Jumlah Putusan
 

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Jumlah Perkara yang diselesaikan
 

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah Perkara yang diselesaikan 
 x 100% 

x 100% 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG 
Nomor   : W1-Mil 04/ 72.a /OT.01/KEP/I/2023 

Tanggal : 5 Januari 2023 



 

NO 
SASARAN 
KINERJA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER 

DATA 

c. Persentase perkara 
yang Tidak 

Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi. 

 
 
 

 

Catatan :  
 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan 

upaya hukum kasasi. 

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang 
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 

 Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah 
perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama. 

Panitera 

Laporan 

Bulanan 
dan 

Laporan 
Tahunan 

d. Index persepsi 
stakeholder yang puas 

terhadap layanan 
peradilan. 

 
Index Kepuasan Stakeholder 

 
 

Catatan : 

 PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. 

 Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index 
harus  ≥ 80. 

 Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima 

layanan. 

Panitera dan 

Sekretaris 

Laporan 

Semestera
n, Bulanan 

dan 

Tahunan 

2. Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 

Penyelesaian 
Perkara. 

Persentase salinan 

putusan yang 

disampaikan ke para 

pihak tepat waktu. 

 

 

 

 
 

Catatan : 

 SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan 
Petikan Putusan. 

 Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah 

salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (penyidik 

POM) dan Ankum sesuai dengan ketentuan. 

 Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang 

sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 

 Papera : Perwira Penyerah Perkara. 

 Odmil : Oditur Militer. 

 PM : Polisi Militer. 

 Ankum : Atasan yang berhak menghukum. 

Panitera 

Laporan 

Bulanan 
dan 

Laporan 

Tahunan 

Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu

Jumlah Putusan
 

x 100% 
Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu

Jumlah putusan
 

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Jumlah Perkara yang diselesaikan
 x 100% 



 

 

 

NO 
SASARAN 
KINERJA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN
 PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER 

DATA 

3. Meningkatnya 
Akses Peradilan 

bagi Masyarakat 
Miskin dan 

Terpinggirkan. 

a. Persentase perkara 
yang diselesaikan 

diluar gedung 
pengadilan. 

 
 
 
 
Catatan : 

 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan 
Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. 

 Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah 
perkara yang telah diputus diluar gedung pengadilan dalam 
rangka percepatan penyelesaian perkara. 

 Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk 
disidangkan (dirensidkan). 

Panitera 

Laporan 

Bulanan 
dan 

Laporan 

Tahunan 

 

Palembang,  5  Januari 2023 
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang 

 
 
 
 

Niarti, S.H., M.H. 
Kolonel Sus NRP 522941 

  

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar gedung pengadilan 

⬚

 x 100% 

Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu

Jumlah Putusan
 



 

 

 

 

 

 

SURAT KEPUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG 

Nomor : W1-Mil04/KEP/ 72 /OT.00/I/2023 
 

TENTANG 
 

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG 

 
KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG 

 
 

Menimbang   : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pemabangungan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden 
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangungan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun 
Indikator Kinerja Utama; 

   b.  Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan 
ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;  

   c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala 
Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Pembentukan Tim 
Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 
Palembang; 

         

Mengingat  :  1.  Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedaua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agun;  

   2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangungan Jangka Panjang Nasional Tahun 20505-2025;  

   3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 

   4.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah; 

   5. Peraturan Preside No 29 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi; 

   6.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2020 - 2024; 

  



 

   7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 
Peradilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Mahakmah Agung Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 

   6.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama. 

<<    

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan  :  KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG. 

 

PERTAMA   :  Menunjuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan 
Militer I-04 Palembang, dengan susunan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari keputusan ini. 

 

KEDUA  :  Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Kepala 
Pengadilan Militer I Palembang. 

   
KETIGA   :  Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari 

keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-04 
Palembang Tahun Anggaran 2023. 

 
KEEMPAT  :   Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya.  

 

 Dikeluarkan di : Palembang 
 Pada tanggal :  5 Januari 2023 

 

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang 
 
 

 
 
 

Niarti, S.H., M.H. 
Kolonel Sus NRP 522941 

Tembusan : 
 

1. Dirjen Badilmiltun MARI 
2. Kadilmiltama 
3. Kadilmilti I Medan 

 
 
 
 



 

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG 
NOMOR : W1-Mil04/KEP/ 72  /OT.00/I/2023 
TANGGAL  :  5 JANUARI 2023 

 
 

TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG 

 
 

No JABATAN NAMA 

1 Pembina Kolonel Sus Niarti, S.H., M.H. 

2 Penanggung Jawab Letkol Chk Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H. 

3 Pengarah Mayor Chk Zulkopli, S.H., M.H. 

4 Koordinator Mayor Chk Supriyadi, S.H., M.H. 

5 Sekretaris ASN Febriansyah, S.H. 

6 Anggota 1. Serma (K) Rosita, S.H. 
2. CPNS Berliana Cahyani, A.Md. 
3. PPNPN Sugeng Riyadi, S.E. 
4. PPNPN Angga Wijaya, S.H. 

7 Sekretariat ASN Alexander Sepriyanto Sihotang, S.E. 

 
 
 

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang 
 
 
 
 
 

 
Niarti, S.H., M.H. 

Kolonel Sus NRP 522941 
 
 
 
  



 

 

 
NOTULEN 

RAPAT PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
DAN DOKUMEN LAPORAN SAKIP TAHUN 2022 

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG 
 

Tempat  : Ruang Kadilmil I-04 Palembang 
Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022 
Waktu  : 10.00 WIB s.d. Selesai 
Peserta  : Terlampir dalam Absen 

 

No Pembicara 
Materi/ 

Pengarahan/ 
Pertanyaan 

Uraian/Tangapan 
Solusi/ 

Keterangan 

1. Kadilmil Pembukaan 
 
 

Kadilmil mengucapkan salam kepada 
peserta rapat, dan mengucapkan terima 
kasih atas kehadiran peserta pada acara 
rapat. Kadilmil menyampaikan rapat ini 
dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat 
Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 
2877/SEK/OT.01.1/ 12/2022 tanggal 14 
Desember 2022 prihal penyampaian 
dokumen SAKIP pelaporan tahun 2022. 
 
Kadilmil memberikan kesempatan kepada 
Panitera untuk menyampaikan informasi 
dan materi dalam penyusunan Reviu IKU 
tahun 2022 yang akan dipakai sebagai 
indikator kinerja tahun depan. 

 

2. Panitera Penyampaian 
Materi 

Panitera menyampaikan bahwa penetapan 
Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Pengadilan Tingkat Pertama ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Sekretaris 
Mahkamah Agung Rl Nomor 
173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 
2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja 
Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat 
Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama 
Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. 
 
Dengan demikian Reviu Indikator Kinerja 
Utama (IKU) yang semula terdiri dari 3 
(tiga) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) 
indikator kinerja, berdasarkan Keputusan 
Sekma tersebut di atas menjadi 3 (tiga) 
sasaran strategis dan 6 (enam) indikator 
kinerja untuk Pengadilan Militer Tingkat 
Pertama. 
 
 
 

 

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG 
Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang 30257 

Telp/Fax. (0711) - 5620579  
Email : palembang@dilmil.org 

Website : www.dilmil.palembang.go.id 

mailto:palembang@dilmil.org


 

3. Panitera Penyampaian 
Informasi 

Panitera menyampaikan rapat ini agar IKU 
yang terbaru dapat diketahui oleh setiap 
pemangku jabatan yang terlibat mengingat 
perubahan ini pula berhubungan dengan 
Perjanjian kinerja yang akan dibuat pada 
awal tahun besok. 
 
Panitera mengingatkan agar penyusunan 
tim sesuai dengan tupoksi yang ada serta 
yang terlibat didalamnya agar dapat saling 
membantu. Seperti Kasubbag PTIP yang 
akan menggunakannya dalam membuat 
laporan kinerja tahunan dan kasubbag 
Kepegawaian dan Ortala untuk menyiapkan 
SK tim reviu IKU. 

 

4. Kadilmil Himbauan Informasi yang telah didapatkan dari 
Panitera untuk menjadi dasar dalam 
penyusunan IKU terbaru yang akan 
digunakan pada PKT tahun 2023, 
penyusunan Reviu Matrik Renstra 2020-
2024, Rencana Kinerja Tahunan tahun 
2024, Rencana Aksi Kinerja tahun 2023, 
dan Laporan Kinerja tahun 2022. 

 

6. Panitera Penyampaian 
Informasi 

Isi dari indikator Kinerja Utama tersebut 
meliputi : 
1. Persentase  perkara yang diselesaikan 

tepat waktu. 
2. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding 
3. Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 
4. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas 

terhadap layanan Peradilan 
5. Persentase Salinan Putusan Yang 

Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu. 
6. Persentase Perkara yang diselesaikan di 

luar Gedung Pengadilan. 

 

7. Panitera Penyampaian 
Informasi 

Panitera menyarankan sebaiknya pada hari 
ini langsung menetapkan Reviu IKU, 
menetapkan persentase target kinerja pada 
Matrik Renstra 2020 - 2024, persentase 
target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 
dan dokumen lainnya yang diperlukan. 

 

8. Kadilmil Himbauan Kadilmil I-04 Palembang menghimbau 
untuk selalu semangat dan bekerjasama 
untuk melaksanakan Laporan Kinerja 
Instansi   Pemerintah dan   Renstra dalam 
lima tahun ke depan. 
 
Kadilmil mengingatkan agar dalam proses 
penyusunan diperhatikan pada pedoman 
penyusunan laporan sesuai dengan 
peraturan/ surat edaran yang dikeluarkan 
oleh Mahkamah Agung. 
 

 



 

Hasil rapat pembahasan penetapan IKU, 
Reviu Renstra 2020-2024, Penetapan 
Perjanjian Kinerja tahun 2023, RKT Tahun 
2024 dan menyusun Rencana Aksi Kinerja 
Tahun 2023 akan ditetapkan per tanggal 
hari ini dan konsep laporannya dapat dibuat 
dan SK yang berhubungan dengan setiap 
produk silahkan dibuat.  

9. Kadilmil Penutup Kadilmil menyampaikan rasa terima kasih 
kepada peserta rapat atas peran serta dan 
partisipasinya “Bersama Kita Bisa” 
 

 

 
 
Palembang,  19  Desember 2022 

         Sekretaris              Notulen 
 

 

 
 

 
           
           Supriyadi, S.H., M.H.                      Mona Anggreyni, S.I.P. 
Mayor Chk NRP 21950303390275                  NIP 199405162019032009 
 

Mengetahui, 
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang 

 
 

 
 
 
 

Niarti, S.H., M.H. 
Kolonel Sus NRP 552941 

 
 

 
  



 

 

Nomor : W1 Mil 04/UND/ 05  /XII/2022         Palembang, 16 Desember 2022 

Perihal : Undangan Rapat 

Kepada 

Yth. Kadilmil 

 Pokkimmil 

 Panitera 

 Panmud Pidana 

 Panmud Hukum 

 Para Kasubbag 
   

 di  

 Tempat 

 Dengan Hormat, 
 

 Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 

2877/SEK/OT.01/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP 

dan Surat Kadilmilti I Medan Nomor : W1-Mil/744/KU.00.1/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 

perihal Penyampaian Dokumen SAKIP bersama ini dimohon untuk berkenan hadir dalam acara 

rapat Penetapan Reviu IKU dan Dokumen SAKIP Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada : 
 

Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022 

Waktu : 10.00 WIB - selesai  

Tempat : Ruang Kadilmil I-04 Palembang 
 

 Demikian, atas kehadirannya diucapkan terima kasih. 

 

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-04 
Waka 
U.b 

Sekretaris 
 

 

 

Supriyadi, S.H.,M.H 
Mayor Chk NRP 21950303390275 

 

  

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG 
Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang 30257 

Telp/Fax. (0711) -5620579 
Email : palembang@dilmil.org 
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